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PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH
KOTA PALANGKA RAYA NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI
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PENGLULJIAN KENDARAAN PERMOTOR
'DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

bahwa, unhik melaksanaken Persturan Pemetintah Nomor 25
Tahun 2000 tertang Kewsnangan Pemarintah dan kewenangan
Propinsi sebagai Daerah Ctonom, pelaksenazn pengujian berkala
kendaraan bermetor menjedl kewenangan Daersh Kabupaten /
Kota ;

bahwa, kewenangan sebagalmena dimaksud buuf a adalah untuk
manciptaian kenyamanan dan keselamatan penumpang ;

bahwa, dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tehun
1863 tentang Pengujlan Barkala Kendaraan Bermotor Pasal 12 ayat
{1) huruf k teleh diatur ketentuan mengenal akat ujl kaca;

batwa, penyempurnaan terhadap pedoman teknis buku dan tanda
uji berkala serta tands semping kenderaen bermotor sesuad Sitrat
Kepulusan . Direktur  Jenderal, Perhubungen Darat Nomor
§J.1011/A4.402/DRJD/Z003 tanggal 16 Juni 2003 {enteng Pedoman
Teknis Buku Ui, Tanda Uji Berkala den Tanda Samping Kendaraan
Bearmotor; _

bahwa, sehubungan hund b, ¢ dan d periu ditetapken Perubahan
Atas Peraturan Daerah MNomor 23 Tahun 2002 Relrtbual Pengujulan
Kendaraarn Barmotor di Kota Palahgke Raya;

. Undang - Undang Nomor & Tehun Tahun 1965 fentang

Pombentukan Kota Praja Palangka Raya (Lembaran Negara
Republik indonesla Tehun 1985 Nomor 48, Tamabahan Lembaran
Negara Republik indenesia Nomer 2753);
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. Undang - Undang Namor 8 Tshun 1881 tentang Hukum Acara

Pidane (Lembarah Negara Republik Indonesla Tahun 1963 Nomor
48, Tambahen Lemberan Negara Republik indonesia Nomor 3186);
Lindang-undang Momor 14 Tahun 1682 tenteng Lal Liniss dan
Angkuten Jelan (L.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negars Republik indonesia Nomor
3480

. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 fenteng Perubshan Atas

Undang-Lindang Nomor 18 Tahun 1887 tentang Pajak Daerah dan
Retribust Deersh (Lembaran Nagara Republik Indonesla Tahun
2000 Nomor 248, Tambahan Lembaran Megara Republik indonesla
Namer 4048);

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tetang Pembenhikmn
Poraturan Perundang-Undangan (Lembaren Negara Republik
indonesia Tehun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik indonasia Nomor 4386);

Undang-undang Nomor 32 Tehun 2004 tenteng Pemerintshan
Daorah {Lombaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan ifemberan Negara Republik Indoneaia Nomor
4437), -

. Undang-undang Noemor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Ksuangan Antara Pemetintsh Pusat dan Pemerintahan [Daerah
{Lembarar Negara Repubilk Indoneasla Tahun 2004 Nomor 128,
Tambahan Lembaran Negars Republik Indonesla Nomor 4438},
Paraturan Pemarintsly Nomor 27 Tahun 1883 tentang Pelaisanaan
Undang-undang Nomer # Tahun 1984 tenteng Hulum Acara Pldena
(Lembaran Negara Tahun 1881 Nomeor 6, Tambahan Lembaran
MHegara Nomor 2410);

Peraturen Pamerintah Nomor 42 Tehun 1983 tentang Pemoriksaan
Kendarasn Bermotor ¢ Jslan (Lembaran Negars Tehun 1080
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 35303, _
Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tehun 1993 jentang Kendaman
den Pengemudi (Lembaran Negers Tebun 1983 Nomor 84,
Tambshan Lembaran Negara Nomor 3530);

Ponaturan Pemarintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pamerintah dan Kewenangan Propinsi sebegel Dasermsh Otonom
{lLembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran
Negers Nomor 3852);

Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2001 tentang Retribumi
Dagrah (Lembaran Negara Republik Indonesis Tahun 2001 Nomor

118, Tambahan Lembararn Negara Republik indonesia Nomdr
24 "y :
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Dangan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALANGKA RAYA
“dan
WALIKOTA PALANGKA RAYA
MEMUTUSKAN :

Monetapkan ' PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH

HKOTAMADYA DAERAH TINGHAT 1l PALANGKA RAYA NOMOR
23 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN
BERMOTOR

Pasal |

Peraturan Dserah Nomor 23 Tehun 2002 isntang Reiribusi Pengujian Kandaraan
Beimotor di Kota Pelangkse Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Reya Tahun 2002
Nomoe 23) diubalt sebagai berliut

A. Pasal 1 diubah dan berbunyi sebagal beriiot :
Dalam Pecaturan Daerah inl yeng dimaksud dengan :

1.

N@e ;oA

Dagrah Otonom, selanjutnya disebut Daorah, adeleh Kesetuan Masyarakat
Hukum yang mempunyal bsias daereh terfentu, barwenang mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat seotempat menurutl prakarsa sendid
bardasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kasatuan Republik
Indonesta ;

Pemerintah Deerah adalah Walikota den Perangkaf Daerah sebagal unsur
penyelenggara Pemerindahan Daerah ;

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rekyat Daerah
Kota Patangls Raye ;

Woelikota adalah Walikota Palangia Raya ;

Woekll Wallkots adalah Wakil Walikota Palangke Raya ;

Dinas Perhubungen adalah Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya ;

Pangujlan Kendaman Barmotor adaleh Kegistan Telnis yung ditaloican olsh
Pemerintah Daerah  atau Unit yang ditunjuk, urduk membearikan jaminan agar
kendaraan bermotor dalam keadaan lalic jalan;

Kendaraan Waeiib Ujl adalah setiap kendaraan yang wajib melakuican ujl berkala
berupe mobll penumpang umum, mobil barang kendaraan khusus serta kerota
gandeng den kereta tempelan |
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9. Kendaraan Umum adaiah setiap kendaraan bermotor yeny disedlakan untuk
dipargunakan oleh umum dan dipungut bayaran ; :

10.Mobil Penumpang adalah sefinp kendarsan bermotor yang dilengkapl kurang
dari 3 (delapan) tempat duduk fidak termasuk tempat duduk pangemudt balk
dengan maupun tanpa perlengiapen pangangkutan bagesi ;

11.Mobit Bus adelah sefiep kendaramn bermotor yang dliiengkapi lebih dad 8
{delapan) tempat duduk idek termasuk tempeat duduk pengemudi baik dengen
maupun mnpa pertengkapan pengangkuten bagasi ;

12.Mobll Barang adatah saﬁap kendaraan bermotor selain mobll penumpang dan
rmobi! bus ;

13.Ksndaraan Khusus adalah Kendaraan Bermotor selain dari kenderaan bermotor
urntuk penumpangn dan kendarsan bermmotor untuk barang den penggunaannya
untuk keperiuan khusus atau mengangkut barang-barang khusus ;

-14.Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan uniuk mengangkut

barang yang seluruh bebsnnya ditumpu oleh alat ity sendiri dan dirancang untuk
ditarik olsh kendaraan barmotor ;

16.Korete  Tempelan adaiah sustu alat yang dipergunaken untuk mengangkut
barang yeng dirancang untuk ditark dan sebegian bebannya ditumpu oleh
kendarasn pensriknya |

18.Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor atau erang

yang secara langsung mengeawasl calon pengemud] yang sedang belajar
mengsmudikan kendaraan bermotor ;

17.Ujl Berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan sacara berkala
terhadap setiap Kendaraan barmotor, kersts tempelen, kerata gandengan dan
kendaraan khusus ; _

18.Pelaksana Penguijian adalah unit pengujian berkala kendaraan bermotor yang
diberi wewenang melaksenakan pengujian barkala kendaraan barmotor;

18. Tenaga Penguji edaleh Pegawai Negeri Sipil yang memilikd kualifikasi teknis
tartentu dalam bidang pengujian kendaraan bermotor yang dinyataken dengan
seriifikat dan tanda kualifikasl teknis sesuai dengan jenjang kualifikasinya yang

ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Daret ;
20.Buku Uji Berkala adatah tanda bukti lulus uil berkala berbertuk buku berisi data

dan legitimas! hasil pengujian berkala setiap kendarasn bermotor, kereta
tempealan, kerete gandengan dan kendaraan khusus ;

21.Tanda Uji adalah tanda bukii hius ujl bermia berbentuk pelst berisi data
mengenal kode wilayah pengujian, nomoer uji kendarasn dan masa berlaku yang

Almmsrmesy sasnara mamvwanan rarda tarsrat tearrard i Fandarasan
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22, Tanda samping adalah tanda yang berisi informasi singkat hasH ujt berkala yang
dicamtumkan/dipasang secara permanen dengan menggunakan stiker pada
bagian semping kanan dan kit kendaraan bermotor ;

23.Ujt Ulang adalah pemeariksaan ulang kendaraan yang sebsiumnya dinyatakan
fidak fulkus uli;

24 Jumlah Berat yang Diperbolehken (JBB) adalah bsrat maksimum kendaraan
berlkut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya |

25.Lalk Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendarasn yang harus
dipanubl agar teriamin keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran
udara dan kebisingan lingkungan pada wekiu dioparasikan Jalan ;

26.Kaca Berwarna kKendaraan bermwotor (film costing) adalah kaca yang dilapisl
dengan bahan pelapius berwama, dengan ukuran dan tingkat kegelapan tertentu
vang dipasang/ditempelkan pada kaca depan, samping deh balakang ;

27. Surat Katerangan Kaca Berwama diberikan kepada jenis mobil panumpang, bus
dan mobil bareng yang memasang kacz berwarna {(fiim coating) kecuali
kendaraan khusus TNVPOLRI, ambulan dan pemadam kebakaran ;

28.Bedan adalah suaty bentuk badan useha yang meliputl Persercan Terbates,
Perseroan Komanditer, Persercan Lainnya, Badan Uszha Millk Negara atau
Daerah dengan nama atau bantuk apepun, Persekutuan, Periumpulan, Firma,
Kongsl, Koperasl, Yayasan, atau Organisasl yang sejenis, Lembaga, Dana
Penslun, Bantuk Usaha Tetap serie Bentuk Baden Usaha lainnya;

28, Retribusi Jasa Umum adalah retrlbusi stas jasa yang disediskan steu diberikan
oleh Pomerintah Daerah untuk tujuen kepesntingan dan kemanfasten umum
serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan ;

30.Refribusl Pongujiian Kendarsan Bermotor® yang selanjutnya dapat disebut
retribusi atalah pembayaran atas pelayanan pengujlan kendaraan bermotor
sesuai  dengan peraturan Parundang-undangan yang beraku, vang
diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Palangka Revya | |

31, Wajib Retribusi adaiah orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau
menguasal kendaraan bermotor yang menurst pevaturan perundang-undangan
diwajibkan untuk melakukan pambayaran rekibusi dt wilayah kerja Pemerintah
Kota Palangka Raya ;

32.Masa Retribust adalah jangka waldu tertentu yang merupakan batas waktu bagl
walib retribusi untuk memanfaatkan jesa pengujien kendaraan bermotor ;
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A3.8urat Pendaftaran Objek Retiibusi Daerah dan Selanjutnys dapat disingkat
SPDORD adalah surat yang digunakan oleh wajib refribusi untuk melaporian
data objek refribusi dan wajib reiribusi Sebagai dasar perhitungan dan
pembayaran refribusi yang terhutang merurut peraturan perundang-undangan
Retribusi Dasrah ; '

34, Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang sslanjulnya disingkat. SKRD adalah
surat ketetapan yang menentukan besarnya ratribusi yang terhutang ;

35, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tembehan, yang selanjutnya
dapat disingkat SKROKBT adalah surat kepytusan yang menentukan tambahan
atas jurniah refribusl yang ditetapkan |

38.5urat Ketatapan Retribust Daasrah Leblh Bayar yang selanjutrya disingkat
SKRDLB, adalah surat kepufusan menantukan jumiah kelebihan jimiah
pembayaran refribusi karena jumish kredit retribusi lebih basar dar pada
ratribusi yang terhutang atau denda ;

37.Surat Tagihan Refribusi Dasrah yang selanjuinya disingkat STRD adalah surat
untuk melaleikan tagihan dan atau sanksi adminkstrasi borupa bunga dan atau
denda ;

38. Surat Keputusan Kebaratan adzalah surat keputusan atas keberatan terhadsp

SKRD, SKRDKBT, SKRDLB atau terhadap pemotongen atau pungutan oleh
pihak ketiga yang diajukan oleh wajib retribusi ;

38, Pemeriksaan adalah serangkalan kegiaten untuk mencari, mengumpuikan dan
mengoleh data dan atau keterangan lainnya dalam rengka pengewesan
kepatihan pemenuhan kewajiban retribusl berdasarkan paratl.lran parundang-
undangan Retribusi Daerah ;

40. Penyidikan tindak pidana di bidang Parpajakan Daerah adalah serangkaian
keglatan yang dilalaikan Penyidik Pegawal Negeri Sipil yang selenjutnya dapet
disebut penyidik, untuk mencari safta mengumpulkan bukt yang dengan bukti
fu mambuat terang tindak pldana ¢l bldang Pemejakan Daserah yang terjadi
sarte menomukan fersangkanya.

. Pasal 7 ayat (2) diubah dan berbunyl sebagai berikut :

(2) Biaya sebagalmana dimaksuyd pada ayaf (1) melipul biaya
pemaeriksaan/pengujian untuk memeriksa emisi gas buang, untuk memeriksa
lampu-lampu ssrta perlengkapan dan paralatan fainnya, pengetokan nomor ji
dan-segel baik sesara menual maupun mokertis jasa ketatausahaan.
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C. Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4) diubeh dan ditambah ayat {5) dan barbunyl sebagai
berilas . :

(3) Stukiur dan besernya tarif retribusi uj berkaia partama kalibaru ditetapkan

(4)

sabagel berikut :

a. Mobil Bus
- Kagasitas a/d 12 tempat duduk
. Kapasitas 13 id 25 tompat duduk
- Kapasitas diatas 26 tempat duduk

b. Mabii barang

- JBB 8/d 3.500 kg |
- JBB 3.501 kg s/d 8.000 kg
- JBB di atas 8.000 kg

~ JBB 8.001 kg 8/d 14.000 kg
- JBB diatas 14.000 kg
c. Mobi pmmnping umum
« Roda 4 (smpat)
- Roda 3 {tiga)
d. Kerets gandengan
6. Koendaraan khusus
f. Ketetn tompelan
9. Kendarean penumpang pribadi (hanya ujl emisi)
h. Kendaraan roda dua (hanya uji emisi)

. Rp.
Rp.
fp.

Rp.

Rp. 30.000.-
Rp.
Rp. 50.000,-

40.000 .-

30.000 -
45.000,-
80,000,

75.000,-

Rp. 100.000,-

Rp.
Rp.
Rp.

Rp.
Rp.
Rp.

Sesamya tarif retribusi jasa ketatausahaan sebagal borikut |

Formutir Pendafiaran

A
b Penggentian buku ujl

Piat uji besarta seget
Tanda samping/stiker ujf

&. Surat Pengantar Mutes Ui

f. Surat keterangan penggunaan kaca berwafm

g. Surat Keterangan Numpeng UH

a o

15.000,-
50.000.-
75.000,-
7.500,-
2.500,-

2.500,-
1 z-mr-
5.000,-

. 1 5-@."
. 10.000,-

10.000,-

. 30.000,-
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(3} Adapun »ebagaimana dimaksud dengan Psaal 8 syat () huruf g adalah
kendarasn roda 4 (ampat) keatas yang menggunakan kaca beewama (fim
coating) maksimal 50-70%;

D. Pasal 26 ayat (1) diubeh dan berbunyl sebage] berilast :

{1) Setinp orang stau badan ysng malangpar ketertuan Pasal 8 Peraturan Deerah

ini dipidana dengarn: pidana kurungan paling ama 6 (onam) budan ateu dends
paling banyak Rp. 50.000.000- (Lima pubsh juks rupish).,

Passd R

Peraturan Dasrsh ini mutal beriaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetshuinys, memerintahkan pangundsngan Peratren Daerah ind
dengan penempatannya delam Lambaran Daersh Kota Palengio Raya.

Ditetapkan ¢! Palangka Reya
peda tanggal 10 September 2008
WALBOTA PALANGKA RAYA,

%

TUAH PAHOE

Diundangioan di Palangia Raya
pacia tanggl 30 Seplember 2005
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,

<
MARTOYO

LEMBARAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA
TAHUN 2008 NOMOR 10



